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ABSTRAK

: - Bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa dari sudut pandang

pemberi konsesi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan perjanjian konsesi jasa dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian 1 (satu) atau
lebih Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 56/5/1/04/2020 tanggal 16 April 2020 dan surat
Nomor 25/5/1/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah memberikan pertimbangan atas
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi, sehingga
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP
71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian
konsesi jasa berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Proses akuntansi dan
pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa -
Pemberi Konsesi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16
Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran |
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa -
Pemberi Konsesi mulai berlaku efektif tanggal 1Januari 2022.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli
2021.

- Lampiran: halaman 6-77.



